
 

 

 

 
 

PERUBAHANKE
2018TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN 

Menimbang : a. bahwa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri Dalam N
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja 
berkenan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peratur
daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b. bahwaberdasarkanKeputusanGubernur
188.44/159/KPTS/2018 
tentangRincianAlokasiBantuanKeuanganProvinsiKepadaKabupate
n/Kota yang BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2018 
menyatakanbahwadalamhalpenetapan APBD Kabupaten/Kot
mendahuluiKeputusanGubernurini, 
makapenganggaranBantuanKeuanganpada APBD 
Kabupaten/Kota 
dilakukandenganterlebihdahulumelakukanperubahanperaturanK
epala Daerah tentangPenjabaran APBD Kabupaten/Kota 
denganmemberitahukankepadapimpinan DPRD 
untukselanjutnyadi
tentangPerubahan APBD Kabupaten/Kota

c. bahwa 
201
TahunAnggaran 2018 
sebagaimanatelahdiubahdengan
201
tentangPerubahanKeduaatas
201
TahunAnggaran 2018 sudahtidaksesuaidenganketentuan yang 
berlaku, sehinggaperludilakukanperubahan

 

 
 
 

BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 27 TAHUN201

 

TENTANG 
 
 

KEEMPATATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 20
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI KARO, 
 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja 
berkenan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peratur
daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
bahwaberdasarkanKeputusanGubernur
188.44/159/KPTS/2018 
tentangRincianAlokasiBantuanKeuanganProvinsiKepadaKabupate
n/Kota yang BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2018 
menyatakanbahwadalamhalpenetapan APBD Kabupaten/Kot
mendahuluiKeputusanGubernurini, 
makapenganggaranBantuanKeuanganpada APBD 
Kabupaten/Kota 
dilakukandenganterlebihdahulumelakukanperubahanperaturanK
epala Daerah tentangPenjabaran APBD Kabupaten/Kota 
denganmemberitahukankepadapimpinan DPRD 
untukselanjutnyaditampungdalamPeraturan Daerah 
tentangPerubahan APBD Kabupaten/Kota
bahwa beberapaketentuandalam
2018 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2018 
sebagaimanatelahdiubahdengan
2018 
tentangPerubahanKeduaatasPeraturanBupatiNomor
2018 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2018 sudahtidaksesuaidenganketentuan yang 
berlaku, sehinggaperludilakukanperubahan

 

 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

BUPATI KARO 
2018 

PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

YANG MAHA ESA 

 

ketentuan Pasal 160 ayat (2)danayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua a

egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwapergeseran 
anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja 
berkenan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala 
daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
bahwaberdasarkanKeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 

tentangRincianAlokasiBantuanKeuanganProvinsiKepadaKabupate
n/Kota yang BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2018 
menyatakanbahwadalamhalpenetapan APBD Kabupaten/Kot
mendahuluiKeputusanGubernurini, 
makapenganggaranBantuanKeuanganpada APBD 

dilakukandenganterlebihdahulumelakukanperubahanperaturanK
epala Daerah tentangPenjabaran APBD Kabupaten/Kota 
denganmemberitahukankepadapimpinan DPRD 

tampungdalamPeraturan Daerah 
tentangPerubahan APBD Kabupaten/Kota; 

beberapaketentuandalamPeraturanBupatiNomor01Tahun 
8 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

TahunAnggaran 2018 
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiNomor18Tahun 

PeraturanBupatiNomor01Tahun 
8 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

TahunAnggaran 2018 sudahtidaksesuaidenganketentuan yang 
berlaku, sehinggaperludilakukanperubahan 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

danayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

atas 
egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

pergeseran 
anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja 
berkenan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja 

an kepala 
daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang 

Sumatera Utara Nomor 

tentangRincianAlokasiBantuanKeuanganProvinsiKepadaKabupate
n/Kota yang BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2018 
menyatakanbahwadalamhalpenetapan APBD Kabupaten/Kota 

makapenganggaranBantuanKeuanganpada APBD 

dilakukandenganterlebihdahulumelakukanperubahanperaturanK
epala Daerah tentangPenjabaran APBD Kabupaten/Kota 
denganmemberitahukankepadapimpinan DPRD 

tampungdalamPeraturan Daerah 

Tahun 
8 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

TahunAnggaran 2018 
Tahun 

8 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2018 sudahtidaksesuaidenganketentuan yang 



 

 

 
 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, danhuruf c, perlu menetapkan 
PeraturanBupatitentangPerubahanKeempatatasParaturanBupati
Nomor 01 Tahun 2018 
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2018; 
 

Mengingat : 1. Undang-UndangDrt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
PerubahanKeduaatas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5165); 

d. bahwa… 



 

 

 
 
 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5740)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6176); 

12. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016Nomor364) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor11); 

13. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 
AnggaranPendapatandanBelanjaNegara Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 244); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah
Tahun 2018 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 
2017Nomor 825)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 
tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 33 
Tahun 2017 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah Tahun 2018(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor1952); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 
tentangPenggunaan, Pemantauan, danEvaluasi Dana 
BagiHasilSumberDayaAlamKehutanan Dana Reboisasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1967); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 

11. Peraturan… 



 

 

Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KaroNomor 
01); 

20. Peraturan Bupati KaroNomor 37 Tahun 2015tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Karo(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015Nomor 37); 
 

21. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 
2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 
2017 Nomor 04); 

22. Peraturan BupatiKaro Nomor 36 Tahun 2017tentangKriteriadan 
Tata Cara 
PemberianTambahanPenghasilanBagiPegawaiNegeriSipilBerdas
arkanPrestasiKerja di LingkunganPemerintahKabupatenKaro 
(Berita Daerah KabupatenKaroTahun 2017 Nomor 
36)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan BupatiKaro
Nomor 16 Tahun 
2018tentangPerubahanatasPeraturanBupatiKaroNomor 36 
Tahun 2017 tentangKriteriadan Tata Cara 
PemberianTambahanPenghasilanBagiPegawaiNegeriSipilBerdas
arkanPrestasiKerja di 
LingkunganPemerintahKabupatenKaro(Berita Daerah 
KabupatenKaroTahun 2018 Nomor16); 

23. Peraturan Bupati KaroNomor 01 Tahun 2018tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karo  Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
KabupatenKaroTahun 2018Nomor 
01)sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 
terakhirdenganPeraturan Bupati KaroNomor 23 Tahun 
2018tentang PerubahanKetigaatasPeraturanBupatiKaroNomor 
01 Tahun 2018 
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
KabupatenKaroTahunAnggaran 2018(Berita Daerah 
KabupatenKaroTahun 2018 Nomor23); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPATATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUNANGGARAN 2018. 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(Berita 
Daerah KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 01) 
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiNomor 18 Tahun 2018 
tentangPerubahanatasPeraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah 
KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut: 

1. KetentuanPasal 1 diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut: 

21. Peraturan… 



 

 

1). Pendapatan   
 a. PendapatanAsli Daerah Rp. 147.750.976.065,00 
 b. Dana Perimbangan Rp. 966,272,378,964.00 
 c. Dana lain-lain pendapatandaerah yang sah Rp. 216.285.884.325,00 
 JumlahPendapatan Rp. 1,330,309,239,354.00 
2). Belanja  
 a. BelanjaTidakLangsung   
 1) BelanjaPegawai 

 
Rp. 628.405.481.019,00 

 2) Belanja Hibah  Rp. 28.748.400.000,00 
 3) Belanja Bantuan Sosial  Rp. 100.000.000,00 
 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  
Rp. 5.143.899.991,00 

 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa  

 
 
Rp. 

 
 

249.801.592.426,00 
 6) Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,00 
  Rp. 912.699.373.436,00 
 b. BelanjaLangsung   
 1) Belanjapegawai Rp. 69.257.639.138,50 
 2) Belanjabarangdanjasa Rp. 288.382.069.568,50 
 3) Belanja modal Rp. 151.980.446.313,00 
  Rp. 509.620.155.020,00 
 JumlahBelanja Rp. 1.422.319.528.456,00 
 Surplus/(defisit) Rp. (92.010.289.102,00) 
  
3). Pembiayaan   
 a. Penerimaan Rp. 92.010.289.102,00 
 b. Pengeluaran Rp. - 
 JumlahPembiayaan Rp. 92.010.289.102,00 
 SiLPAtahunberkenan Rp. 92.010.289.102,00 

2. KetentuanLampiran I 
diubahsehinggaberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran I yang 
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini. 

3. KetentuanLampiran II 
diubahsehinggaberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran II yang 
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 

 
Ditetapkan di Kabanjahe 
pada tanggal 12Juli2018 
 

BUPATI   KARO, 
 
 
 
 
 

TERKELIN BRAHMANA 
 

Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal 12Juli2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 

2)BelanjaHibah… 



 

 

 
 
 
 
 

KAMPERAS TERKELIN PURBA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018NOMOR23 


